
SALINAN

PERATURAN DAERAH

NOMOR 14

I{ABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2OL2

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

Mengingat

b.

BUPATI BALANGAN'

bahwa tempat hiburan dan berbagai kegiatan

hiburan di Kabupaten Balangan berkembang
dengan pesat darr terus bertambah jumlahnya
beriitetaksi dengan pertumbuhan penduduk;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 2g Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah terhadap pembayaran atas 3asa

hiburan dikenakan kewaiiban pajak untuk
meningkatkan pencaparan pemerataan

c.

1.

pembangunan di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huiuf a dan huruf b' perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak

Hiburan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Seiatan (Lembarin Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a265\;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO;4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah di.,Ou'ft beberapakali' terakhir
deng[n Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008

i"t t?"g Perubihan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

2.



3.

Indonesia Nomor aSaa);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbingan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38);

Undang-Und.ang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak baerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 2OOg Nomor

135, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 20ll
illo*o. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4.

5.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2CI47

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,Pe-merintahanDaerahProvinsi'dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor a737\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif eemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor lt9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

Dibayar Sendiri oleh Wajib lljat< ^ ^(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

153, tr*L*h*.' Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nolol 53 Tahun

2}tl tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah tg.riti Negara Repubiik Indonesia Tahun

201 i Nomor 69fl;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nornor O2

Tahun200stentangU'us*''Pemerintahyang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Baiangan (Lem!11an- - Daerah

Kabupaten Balangai Tahun 2008 Nomor a2'



11.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran Oaeiah Kabupaten Balangan Tahun

2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana

telah diubah, teraTchir dengan Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan-Kedua
AtasPeraturanDaerahKabupatenBalangan
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

X"-Urp 
"t" 

n B alan gan ( Lemb aran D ae rah Kabupate n

Balangan Tahun 2OlO Nomor O9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

etir.rg".. Tahun 2009 Nomor 10' Tambahan

Lembiran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

55).

Dengan Persetujuan Bersama

12.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah kabupaten Balangan'
2. pemerint"h D""r*fr aaatafr Pemeiintah kabupaten Balangan'

3. Bupati adalah Bupati Balangan'
+. Dewan perwakilan Rakyat baerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan perwakilan Ra!ryat o3lr-arr kabupaten Balangan'

S. pejabat aaatah Pejabat 
-ffi; 

diberi ,tugas 
tertentu di bidang

perpajakan daerah 
-sesuai- J"igr.. peraturan perundang-undangan

Yang berlaku'



6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ::l?ljltnya disebut dengan PPNS

adalah penjrlait Pelawai 
-Negeri 

Sipil Kabupaten -Balangan 
yang

bertugas seluai denlan kewenangan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku'
Z. badan aAitah seklmpulan orang atau modal yang merupakan suatu

kesatuan baik yang melakutan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'
g. pajak Hibu[n yang selanjutnya disebut Pajak adalah pdak

atas penyelenggaraan hiburan'
g. Hiburan ad^i-af, semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

d,aolataukeramaianyangdinikmatidengandipungutbayaran'
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SpTpD, ad.alah surat yang oleh WaJin Pajak digunakan untuk
meiaporkan penghitungan .[-anTatau pembayaran pajak, .objek pajak

d.anlatau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

Pajak.
t2. wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar

pajak, p"*otorrg pajak, din- pemungut- pajak' yang mempunyai hak

dan kewajiban" perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.'

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kaiender atau jangka

waktu rain rang diatur"dengan Peraturan Kepala n1e11h3a1ing lama

3 (tiga) bulan [alender, y"ig menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk

*"tt!ftit,rng, menyetor, dan meiaporkan pajak yang terutang'

14. Tahun rajil aa*ar, jangka *"kt, yang lamanya .1 (satu) tahun

kalender, 
"kecuaii Uila Wa]ib Pajak menggu.nakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kaiender'
15. Pajak yan; terltang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu

saat, dalam Masa Pajak, dal.ram tanun Pajak, atau dalam Bagian

Tahun raSat< ""=.rri i.r,gr.., ketentuan peraturan perundang-

undangan PerPaj akan daerah'
16. Pemungutan 

- uddr.n suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subiek pajak, penentuan besarnya

pajakyangterutang"**p*ikegiatanp.'',.gir'*npajakkepadaWajib
Paj ak serta pengawasan penyetorannya'

lT. Surat S"ioru.n Pajak daeiah, yang selanjutnya disingkat SSI?'

adalah bukti pembayaran atau penyetoian pajak yang telah

dilakukan dengan *"rrggrrrakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara tain tce kas"?aerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh BuPati'
1g. Surat r"tl1.p.o Pajak Daerah Kurang Bayg'r-, yang selanjutnya

disingkat sKpnKg, r.du.lah surat ketetap*an pajaE.yang rnenentukan

besarnya jumlah pot oi. fajak, jumlah 
- kredit pajak, jumtah

kekurangan pembayaran ;"U* p;j 
"t:. 

besarnya sanksi administratif'

dan jumlah pajak yang masih harus dibayar'

19. Surat K;;;;;"" " p":!f. Daerah Kurang Baya.r Tambahan, vang

selanjutnya disingkat SKPbKBT, adalah iurat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'



20.

21.

22.

24. ffi;; ffiutusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
Tlolatanan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Q.r:rat

;#Jil""IJ, 
"="rat 

Ketetapan rajak Daerah .Kurang 
Bayar, Surat

cr,,-^+ I1ate*annt1
k;ffiffi't;,| Daerah Kurang Blyar Tambahan, surat Ketetapan

atat:

;;i;k ilr4iNirrl, Surat Ketetipan Pajak Daerah Lebih Bayar' atau
-:1^ ^1- 1-a1.ino \roatr:

#;;;;" p"il"*ngan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

BAB II

NAMAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pqjak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan

Hiburan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan

dipungut baYaran'

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tontonan film;
b. pagelaran-kesenian, musik' lati' danf atau busana;

surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya- disingkat

SKPDN, adalah "rrlt ketetapan pajak- y-"4g menentukan jumlah

pokok pajak *.*r-L.*arnya a-."g"it iu*f"n kredit pajak atau pajak

iia"f. terutang dan tidak ada kredit pajak'

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkatSKPDLB,adaiahsuratketetapanpajakyangmenentukan
jumlahkelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebih
il;;. daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang'

Surat Tagihan-paj*t Di.erah, yang selanjutnya disingkat srPD,

adalah surat untut< melakukan tigihan pajak dan/atau sanksi

rd*i.ti*tratif berupa bunga dan/atau denda'

Surat Keputusan Pemletulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesaiahan hitung, dan/atau

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

p.rr"a""g-...rarrg*-tp.tp4akandaerahyangterdapatdalamSurat
pemberitahuan Pajak Terutang, surat Ketetap-an Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar' 
- 
Surat Ketetapan Pajak

Daerah fur"ng fayar Tambahai, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat Tagihan

p"i"r. Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat Keputusan

Keberatan.

23.

diajukan oleh Wajib Pajak'
2s. putusan Banding adalah putusan badan peradilan. pajak atas

banding terhadap surat r.irrtr.^n Keberatan yang diajukan oleh

Wajib Pajak.
26. pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang diiakukan secara

teratur .r.ri,rt mengumprlku"tt data dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kei'ajiban, modal' penghasilan du:- 
-biaVa' 

serta

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa' yang

ditutupdenganmenJrusu"r^po.""keuanganberupaneracadan
t"porrt faUa?"rgi undk periode Tahun Pajak tersebut'


